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c. hahwa untuk maksud tersehut diatas 
perlu adanya aturan mengenai 
Jarangan dan penangguJangan pela­ 
curan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

h. hahwa dJsamping upaya Jarangan dan 
penanggu1angan, perlu dilakukan 
usaha-usaha pencegahan timbulnya 
pelacuran agar tjdak berkembang 
dan meluas kegiatannya; 

Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan per­ 
buatan yang tidak sesuaj dengan 
norma-norma daJam kehidupan 
masyarakat dan dapat mengganggu 
keamanan, ketentraman serta 
ketertiban bermasyarakat; 

R E M B A N G B U P A T I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
LARANGAN DAN PENANGGUI.ANGAN PF.LACURAN 

TENT ANG 
NOMOR 7 TAHUN 2002 

PERATORAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 7 TAHUN 2002 

TAMBAHAN LEMBARAN DARRAH NOMOR 17 
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6. Keputusan Presiden Republik Indo­ 
nesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Rentuk 
Rancangan undang-undang, Ran- 
cangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Keputusan Presiden; 

5. Peratu-ran Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lem­ 
baran Negara Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Noroor 
3258) ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lem­ 
baran Negara Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839) ; 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lem­ 
baran Negara Republik Indonesia 
Tahun )981 Nomor 76, Tambahan Lem­ 
baran Negara Nomor 3209); 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
kesejahteraan Sosia1 (Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Tahun 
1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran ~ Negara Nomor 3039); 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Oaerah-daerah 
Kabupaten daJam Lingkungan Propin­ 
si Jawa Tengah; 

Mengir,gat 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Rembang; 

Pas al 1 

KETENTUAN CJMUM 

BAB I 

TENTANG LARANGAN DAN PENANGGULANGAN 
PELACURAN. 

RE MB ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

Dengan Persetujuan 

9. Peraturan Daerah Kabupaten naerah 
Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 
1989 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Peme­ 
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah · Tingkat II Rembang Tahun 
1988 Nomol." 8). 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Kabupa­ 
ten/Kota; 

7. Peraturan Menteri DaJam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyi­ 
d i k Pegawai Negeri Sipi 1 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 



so 

' - 

Bagian Kesatu 
J,arangan Pelacuran 

LARANGAN DAN PENANGlJLANGAN PELAClJRAN 

BAB II 

b. Femerintah Daerah, adaJah Pemerintah Kabupaten 
Rembang ; 

c. Bupati, adalah Bupati Jembang ; 
d. Penyidik Pegawai Ne g e r i Sipi.J adalah Pe j ab a t 

· e g awa i Negeri Sipi 1 Te r t e n t u di LingJrnngan 
Jemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewe­ 
~ang khusus oleh Undang-undang untuk meJakukan 
penyidikao terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang; 

e. Pelacur adalah seseorang yang menyediakan 
dirinya untttk dapat diajak atau mengajak meJa­ 
kukan perbuatan senggama/persetuhuhan, atau 
cabul dengan orang Jain yang bukan suami/jstri­ 
nya dengan menerima imbalan; 

f. PeJacuran adalah kegiatan seseorang yar.g 
·:ie l akukan perbuatan/persetubuhan dan a tau cabu l 
dengan menerima atau memberi imbaJan; 

g. Larangan· dan penanggulangan peJacuran, adalah 
suatu usaha untuk menanggulangi, mengendalikan 
dan memtnimalkan serta mencegah meluasnya 
kegialan pelacuran bait secara preventif, 
represif maupun tindakan yang bersifat rehabi- 
1 j t as i 

h. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusiJaan atau perbuatan keji yang 
herbubungan dengan nafsu perkelarninan; 

i. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah 
dijangkau atau diketehui oJeh setiap orang atau 
tempat Jain yang diperuntukao untuk umum. 
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Usaha Represif sehagimana ctimaksud Pasal 4 melipu­ 
t .i 
a. r az i a , 
b. penampungan sementara untuk diseleksi; 
c. pelimpahan. 

PasaJ 6 

Usaha Preventif sehagaimana dimaksud Pasal 4, 
diJakukan antara lain dengan : 
a. peoyuluhan dan bimbingan sosial; 
h. pembinaan sosiaJ; 
c. bantuan sosial; 
d. perlua~an kesempatan kerja; 
f. peningkatan derajat kesehatan. 

Pas a J 5 

Penangulangan peJacuran dilakukan melalui usaha 
Prevcntlf, usaha ~epresif dan usa~a Rehabilitatif. 

· Pas a I 4 

Bagian Xedua 
Penanggulangan Pelacuran 

Disamping kegiatan pelacuran t~rsebut Pasal 2 
dilarang pula menyediakan sarana dan prasarana 
yan~ dapat digunakan sebagai tempat bersenggama/ 
bersetubuh, melakukaa perbuatan cabul, untqk 
menampung da~ menyediakan pelacur dengan matsud 
untuk dipekerjakan. 

Pasal 3 

~alam Wilayah Kabu~at~il Remban6 dilar~ng ~elakukan 
kegiatan pelMcuran. 

Pasal 2 



< 1 1 Yang n a p a t me l a k u k an pe ny i d i k an t c r h a d ap 
pel:inggaran Pe r a t u r a n Da e r a h i n i , arl a l a h 
Pen_vir1ik Ke po l i s i a n Re p u b I j k Ln d on e s i a , d a n 
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Pasal 11 

PEN Y JD J KA .N 
RAB T TI 

Masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabi lita- 
t i I s e b a g a lma na d i ma k s ud Pa s a J 9, wa j f b men- 
daftarkan dan memberikan laporan berkala kepada 
Rupati melaJuj Kantor SosiaJ Kabupaten Rembang. 

Pa s a l JO 

Misyarakat dapat menyeJenggarakan usaha rehahj­ 
litasi pelacur dengan mendirikan Panti Postal 

Pas al 9 

Usaha RehabiJitatif sebagaimana dimaksud PasaJ 4 
dilaksanakan melalui Panti Sosial. 

PasaJ 8 

Seleksi seb~gnimana dimaksud Pasal 6 huruf b,. 
dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para 
pelacur dan sebagai dasar untuk menetapkan tinda­ 
kan se]anjutnya yang terdirj dari 
a. di lepaskan dengan syarat; 
b. dimasukan dalam panti Sosial;. . ~ 
c . d i kemba l ikan lcepada orang tua/waJ i/ke·Iuarga/ 

kampung halamannya; 
d. ·diberikan peJayanan kesehatan; 
e. diproses secara hukum. 

PasaJ 7. 
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Hal-hat yang beJum cukup diatur daJam Peraturan 
Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
ctialur lebih lanjut oleh Rupati. 

Pas a I 1 J 

KETENTUAN PENUTUP 
BAB V 

(2) Tindak Pidana sebagaimanu dimaksud, ayat (1) 
adaJah pelanggaran. 

(1) Rarang ~japa melakukan perbuatan melanggar 
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah i~i, 
diancam pictana kurungan paling lama 6 (enam) 
hulan, atau deocta paling banyak Rp.5.000.000 
(lima juta rupiah). 

Pasa I 12 

KF.TENTUAN PJDANA 
BAB IV 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksana­ 
kan tugasnya t-.ehagaimana djmaksud ayat (J) 
herada dihawah koordinasi dan pengawasan 
Penyidik Kepolisian RepubJik {ndonesia. 

(2) DaJam meJaksanakan tugas penyidikan, · ~enyidik 
Pengawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan 

~ ctiatur dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah 
Tingk~( IT Remhang Nomor 5 Tahun 1989. 

a tau Pe ny i d i k Pe g awa i Ne g e r i s i p I J. di I ing- 
kungan Pemerintah Kahupaten Rembang, herda­ 
sarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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LD~P ~ R N DAE RAH , ~fl ,N , • i LN REMBANG TAHUN 2 0 0 2 
NOf\".(•!. . 

F. NOE RANT O.SH,MM 
J'emb i na Ut ame xadva 

··1r. sor 040 :.-; ... 

H E N D A R S O N O 
Diundangkan di Rem hang 
pada tanggal 20 Juli 2002 
SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN 

R E M B A N G 

R E M B A N G B U P A T I 

Ditetapkan di Rem bang 
pada tanggal 15 Juli 2002 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa- 
ten Rembang. 

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

, Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggaJ 26 
Januari 1955 tentang Pencegahan Pelacuran (Lem­ 
baran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 
1955, Tambahan Seri C Nomor 50) dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

Pasal 14 
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Pasal 1 
Cukup jelas 

Pa.sat 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal S 
Cukup jelas 

Tl. PASAL DEMI PASAL. 

Bahwa pelacuran tidak sesuai dengan norma 
agama dan kehidupan bangsa Indonesia yang 
b e r da s ar kan Pancas i 1 a dan Undang-undang Dasar 
1945, khususnya tidak sesuai dengan masyarakat 
Kabupaten Rembang yang sangat agamis. 

bahwa untuk itu perlu adanya larangan 
dan penanggulangan pelacuran, agar mampu 
mcncapai taraf hidup, kehidupan dan penghidu­ 
pan yang layak sebagai seorang Warga 0P1.ra 
Republjk Indonesia khususnya sebu _ga 
Kabupaten Remhang. 

I. UMUM 

LARANGAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN 

TENT ANG 

NOMOR·7 TAHUN 2002 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

ATAS 

PENJELASAN 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KARUPATEN REMBANG 
NOMOR 17 

Huruf a 
Razia adalah suatu rangkaian kegiatan 
untuk menjaring seseorang atau sekelom­ 
pok orang yang ditengerai me1akukao 
tindakan/pcrbuatan pelacuran yang di­ 
lakukan di tempat-tempat tertentu dan 
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penang- 
guJangan Tuna Sosial dalam mewujudkan ~ 
ketertiban umum. 

Huruf c , 
Yang dimaksud dengan pelimpahan adalah 
pelimpahan dari hastl seleksi untuk 
ditidaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk diproses secara 
hukum. 

Pas al 7 
Cukup jelas 

Pasa1 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 6 


